Telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Asosiasi Indonesia Wireless LAN (selanjutnya disebut sebagai “IndoWLI”), bertempat di Hotel Mirah Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dimulai pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga (17-10-2003), dimulai pada pukul 20:00 WIB dan berakhir pada pukul 23:00 WIB, serta dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga (18-10-2003), dimulai pukul 09:00 WIB dan berakhir pada pukul 16:00 WIB.

Rapat telah dihadiri oleh seluruh anggota IndoWLI, berdasarkan daftar hadir yang telah dibuat disertai dengan photo copy Identitas Diri (KTP/Kartu Tanda Penduduk).

Peserta Rapat secara musyawarah untuk mufakat, telah menunjuk Sdr. Setiono Winardi, untuk memimpin Rapat, dimana Agenda Rapat adalah Penetapan dan/atau Perubahan Anggaran Dasar.

Selanjutnya setelah diadakan tanya jawab, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah menetapkan Anggaran Dasar sebagai berikut: 

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI INDONESIA WIRELESS LAN (INDOWLI)
BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DASAR HUKUM

Pasal 1

1.      Asosiasi ini bernama “ASOSIASI WIRELESS LAN INDONESIA” selanjutnya disebut IndoWLI.

2.      INDOWLI dapat membuka perwakilan atau cabang di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus

Pasal 2
1.      INDOWLI berazaskan Pancasila

2.      INDOWLI berlandaskan :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
b. Undang-undang dan Peraturan yang berlaku tentang Telekomunikasi sebagai landasan konstitusional 
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INDOWLI sebagai landasan operasional

3.      INDOWLI tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik dan bersifat tidak mencari keuntungan material atau nirlaba

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1.      Wadah kerjasama antar pengguna, penyelenggara dan penyedia perangkat Wireless LAN.

2.      Pemanfaatan Wireless LAN seoptimal mungkin dengan azas frekuensi reuse, hidup berdampingan.

3.      Mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi Wireless LAN untuk pengembangan jaringan internet dan teknologi informasi serta aplikasi turunannya.

4.      Mendukung terciptanya peluang bisnis pengusaha Indonesia melalui pemanfaatan serta ketersediaan jaringan Wireless LAN.

5.      Menjadi mitra sejajar bagi pemerintah dalam pengaturan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Wireless LAN.

6.      Mendukung pemanfaatan Wireless LAN untuk melengkapi infrastruktur telekomunikasi yang telah ada sehingga segala sumber daya yang ada dapat digerakkan secara terpadu, efisien dan efektif.

7.      Membantu para anggota asosiasi dalam menyediakan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan bagi kegiatannya termasuk dan tidak terbatas pada teknologi yang harus dipergunakan dan juga peraturan pemerintah di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

8.      Meningkatkan partisipasi anggota dalam kerja sama internasional di bidang telekomunikasi.

9.      Membantu anggota dalam hal administrasi perijinan dan melindunginya dari penyalahgunaan teknologi Wireless LAN.

10. Membantu usaha arbitrase dalam hal menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan di antara anggota.

11. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar anggota dengan pemerintah dan antara anggota asosiasi/organisasi semitra di dalam dan di luar negeri.

12. Menyelenggarakan hubungan dengan badan perekonomian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi INDOWLI secara nasional maupun internasional

BAB III

KEANGGOTAAN
Pasal 4

Yang dapat menjadi anggota INDOWLI adalah :

1.      Anggota biasa dan anggota kehormatan.

2.      Anggota biasa yaitu institusi dan perorangan yang bergerak di bidang penyelenggaran dan atau pengguna serta penyedia perangkat jaringan telekomunikasi Wireless LAN.

3.      Anggota kehormatan yaitu institusi dan perorangan selain dari yang dimaksud ayat 1 di atas yang diangkat oleh pengurus.

4.      Keanggotaan INDOWLI tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lainnya

Pasal 5
1.      Calon anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus dan atau melalui perwakilan yang berada di daerah.

2.      Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Pengurus.

3.      Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 6

Setiap Anggota dapat berhenti atau diberhentikan keanggotaannya yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1.      Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.

2.      Anggota kehormatan hanya mempunyai hak bicara.

3.      Anggota berhak memperoleh bantuan dan perlindungan dari asosiasi dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

4.      Anggota berhak mengikuti Musyawarah Nasional.

5.      Anggota berhak menilai serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus dalam Musyawarah Nasional.

6.      Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan semua peraturan serta ketentuan organisasi yang berlaku.

7.      Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya tujuan INDOWLI.

8.      Hak dan kewajiban lainnya diuraikan di dalam Anggaran Rumah Tangga dan kelengkapan penjelasan lainnya.

BAB V 

PENDANAAN

Pasal 8

1.      Pendanaan berasal dari uang iuran anggota, iuran BTS, iuran Outstation dan penerimaan lainnya yang tidak mengikat.

2.      Dari pendanaan tersebut akan dipergunakan sebagai pembiayaan yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, sebagai berikut :

a. Biaya Notaris 
b. Biaya Administrasi dan Kesekretariatan

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 9

1.      Struktur Organisasi INDOWLI adalah :

a.      Musyawarah Nasional

b.      Dewan Ketua

c.      Sekretaris Jenderal

d.      Struktur dibawah Sekretaris Jenderal yang sekurang-kurangnya terdiri dari Bendahara, Koordinator Bidang Teknis, Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Koordinator Hubungan Antar Lembaga serta wakil-wakilnya

e.      Koordinator Wilayah

2.      Dewan Ketua, Sekretaris Jenderal dan struktur dibawahnya adalah Pengurus organisasi.

Dewan Ketua



: John Sihar







: Didin







:Agus Sutandar







:







:

Sekretaris Jenderal


: Barata WW

Wakil Sekretaris Jenderal

: Setiono Winardi

Koordinator Bidang Teknis

: Yohanes Sumaryo

Koordinator Bidang Org & Humas
: Iwan K Husin

3.      Perangkat INDOWLI terdiri dari :

a. Musyawarah Nasional 
b. Rapat Kerja Nasional 
c. Rapat lainnya di dalam Pengurus

BAB VII

Pasal 10

1.      Representasi INDOWLI di daerah diwakili oleh Koordinator Wilayah.

2.      Koordinator Wilayah (Korwil) dipilih dari anggota di daerah setempat dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat, setelah mendapatkan pertimbangan seksama berdasarkan hasil musyawarah di daerah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

3.      Kordinator Wilayah (Korwil) sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.

4.      Pembentukan Korwil didasari atas pertimbangan status wilayah setempat, yaitu minimal setingkat Kota/Kabupaten dengan jumlah minimal 5 (lima) anggota.

5.      Khusus Wilayah DKI Jakarta, keanggotaan dan kepengurusan asosiasi, ditangani langsung oleh Pengurus Pusat.

6.      Tugas dan tanggung jawab Koordinator Wilayah (Korwil) diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

TAHUN BUKU
Pasal 11

1.      Tahun buku INDOWLI berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

2.      Pada akhir tahun, buku INDOWLI ditutup.  Untuk pertama kalinya buku INDOWLI dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2003.

3.      Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, setelah buku INDOWLI ditutup, Pengurus menyusun laporan tahunan dan ditanda tangani oleh Dewan Ketua dan Sekretaris Jenderal, untuk diajukan dalam Musyawarah Nasional Tahunan.

4.      Laporan Tahunan tersebut harus telah disediakan di Sekretariat INDOWLI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musyawarah Nasional Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh Anggota INDOWLI.

BAB IX

RAPAT – RAPAT

Pasal 12

Pengambilan keputusan dalam kelembagaan IndoWLI dilakukan melalui rapat-rapat yang terdiri dari :

a. Musyawarah Nasional 
b. Rapat Kerja Nasional 
c. Rapat Kebijakan 
d. Rapat Dewan Ketua 
e. Rapat Sekretariat Jenderal 
f. Rapat Kelompok Kerja 
g. Rapat lainnya di dalam Pengurus

Pasal 13

Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk :

1.        Mensahkan pertanggung jawaban Pengurus.

2.        Mengevaluasi kegiatan IndoWLI yang telah dilakukan oleh seluruh komponen IndoWLI selama 3 (tiga) tahun periode.

3.        Merumuskan strategi kebijakan dasar dan program kerja IndoWLI.

4.        Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga.

5.        Memilih dan menetapkan Pengurus organisasi.

6.        Musyawarah Nasional (Munas) dianggap sah, bilamana dihadiri oleh anggota lebih dari setengah dari jumlah anggota yang ada.

7.        Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional dijelaskan di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

1.        Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah Musyawarah Nasional (Munas) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam hal terjadinya hal-hal yang luar biasa sehingga mengancam eksistensi organisasi.

2.        Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat dilakukan apabila diajukan oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota yang ada.

3.        Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dijelaskan di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

Rapat Kerja Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan satu tahun sekali untuk :

1.      Melakukan kunsultasi Nasional antar komponen IndoWLI.

2.      Mengevaluasi kegiatan-kegiatan IndoWLI yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

3.      Membahas dan mengesahkan usulan rancangan program dan anggaran 1 (satu) tahun yang diajukan oleh Pengurus.

4.      Peserta Rapat Kerja Nasional adalah Pengurus dan anggota.

5.      Rapat Kerja Nasional dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah ditambah dari jumlah anggota yang ada.

6.      Tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Pengurus berdasarkan usulan anggota.

7.      Keputusan Rapat Kerja Nasional dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah suara dari anggota yang hadir.

8.      Penangggung jawab pelaksanaan Rapat Kerja Nasional adalah Sekretariat Jendral.

Pasal 16

Rapat Kebijakan adalah rapat yang diselenggarakan oleh seluruh unsur pengurus guna mengatasi sesegera mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota IndoWLI di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan termasuk serta tidak terbatas pada daerah-daerah dimana anggota-anggota IndoWLI berkedudukan.

Pasal 17

Rapat Dewan Ketua merupakan forum pengambilan keputusan yang diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setiap tahun untuk :

1.         Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal.

2.         Rapat Dewan Ketua dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Ketua.

3.         Keputusan Rapat Dewan Ketua dianggap sah bilamana disetujui oleh lebih dari setengah anggota Dewan Ketua yang hadir

Pasal 18

Rapat Sekretariat Jenderal  adalah : koordinasi dalam bentuk rapat dan/atau pertemuan yang khusus diselenggarakan/diadakan untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dan/atau melaksanakan tindakan sebagaimana telah dinyatakan di dalam Program Kerja IndoWLI.

Pasal 19

Rapat Kelompok Kerja adalah : rapat-rapat yang diselenggarakan dan/atau diadakan oleh Kelompok Kerja guna membuat dan/atau merumuskan langkah-langkah yang harus dan akan dilakukan oleh IndoWLI, dimana langkah-langkah tersebut tidak termasuk di dalam program kerja IndoWLI.

Pasal 20

Rapat lainnya di dalam Pengurus : adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh unsur-unsur Pengurus dalam membahas dan menyelesaikan permasa

BAB X

PERBENDAHARAAN
Pasal 21

Perbendaharaan INDOWLI terdiri dari :

1.      Uang tunai, saldo bank, dan surat-surat berharga lainnya.

2.      Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai milik INDOWLI.

3.      Hutang piutang.

4.      Pendapatan lain-lain yang sah

BAB XI

PEMBUBARAN
Pasal 22

1.      INDOWLI dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan tersebut.

2.      Hal-hal yang menyangkut pembubaran tersebut akan diatur kemudian lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XII

PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Ketetapan Dewan Pengurus dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

Disahkan dalam Musyawarah Nasional I INDOWLI

Bogor 18 Oktober 2003

 

 

 

 

